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K egiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara
Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis
dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini
diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan (pasokan)
sumber daya alam yang takterbarukan (unrenewable) bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya
kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Sejarah perkembangan pengaturan minyak dan
gas bumi di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat kolonialisme
sebagaimana yang diatur dalam Indische Mijn Wet, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia
menciptakan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang merupakan produk hukum berlandaskan pada
falsafah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman serta
dengan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti globalisasi, krisis ekonomi, privatisas Badan Usaha Milik
Negara dan reformasi hukum serta pada tataran filosofis telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap
pemahaman makna Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 maka diterbitkanlah Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah
membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah
berlangsung harmpir empat dasa warsa. Perubahan tersebut antara lain pola kegiatan (pengusahaan) usaha
hulu, penyusunan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, demikian juga
implementasi pengaturan dalam kontrak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001,
maka kegiatan usaha hulu sgjak awal telah ditentukan pola kerja samanya, yaitu melalui kontrak kerja sama
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
yang selamaini ditangani oleh Pertamina, sekarang beralih kepada Pemerintah dan BPMIGAS. Klausul-
klausul yang ada dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan formulasi
(penuangan) dari apayang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

...... Oil and gas business activities in Indonesia have been established even before the Republic of Indonesia
has been declared. Oil and gas are considered as having strategic and vital value towards the national
interest. Therefore the government of Republic of Indonesia is expected to have important role in this area
of business. Intervention from the government is crucial to ascertain the increase of state revenue, security
of supply of un-renewable energy resources in the future and to avoid domestic scarcity of oil and gas. Inits
history, oil and gas businesses have undergone alot of changes since imperialistic era. During the Dutch
colonization, oil and gas business were regulated with Indische Mijn Wet. After independence, in
accordance with circumstance, Indonesia established Law Number 44 Y ear 1960 which adopted
philosophical values set in article 33 (2) and (3) of the 1945 constitution. In response to change such as
globalization, economic crises, privatization of state owned companies, legal reforms and shifting of
existing paradigms, the Government enacted Law Number 22 Y ear 2001 on Oil and Gas. Law Number 22
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Y ear 2001 has brought fundamental changes towards modern oil and gas business in Indonesia which has
been implemented for almost four decades. The changes comprised of, inter alia, methods of upstream oil
and gas businesses, drafting of upstream oil and gas contracts, and its implementation. By the enactment of
Law Number 22 Y ear 2001, upstream oil and gas business is outlined to be carried out in upstream oil and
gas Cooperation Contract Agreement. Cooperation Contract that are used to be handled by Pertamina are
now conducted by the Government and BPMIGAS. Term and conditions specified in Cooperation Contract
shall reflected the required condition in Number 22 Y ear 2001.



